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KONTRAK 
Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi 

Tahun Anggaran 2019 
Nomor: 59.18.3/UN37/PPK.3.1/2019 

Pada hari ini senin tanggal delapan belas bulan maret tahun dua ribu sembilan belas, kami 
yang bertandatangan dibawah ini : 

1. Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd. Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 
Negeri Semarang yang berkedudukan di 
Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor 
Universitas Negeri Semarang Nomor : 1/P/2019 
tanggal 02 Jan uari 2019, dalam ha! ini bertindak 
untuk dan atas nama KPA Universitas Negeri 
Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK 
PERTAMA; 

2. Puji Astuti, S.Pd., M.Pd., Ph.D. Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 
Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai 
pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun 
Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut PIHAK 
KEDUA. 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam 
suatu Kontrak Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan 
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: 

Pasal 1 
Dasar Hukum 

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada: 
1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi; 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer 
Penelitian; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Penelitian; 

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian 
Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian; 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 
209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Edisi XII; 

6. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembagan Nomor 7/E/KPT/2019 
tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019; 

7. Kontrak Penelitian TA 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan 
Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Negeri Semarang nomor 
192/SP2H/LT/DRPM/2019 tanggal 11 Maret 2019. 

8. Keputusan Rektor Univer~itas Negeri Semarang Nomor 1/P/2019 tanggal 2 Januari 2019, 
tentang Pengangkatan PeJabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 
2019 Universitas Negeri Semarang. 



9. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor 
DlPA : SP DIPA-042.0l.2.400899/2019, tanggal 05 Desember 2018. 

Pasal 2 
Ruang Lingkup 

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima 
pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian 
Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan judul "IDENTIFIKASI PERAN 
PRINSIP KEBERGANTUNGAN YANG POSITIF DALAM PEMBELAJARAN KOOPERATIF UNTUK 
MENINGKATKAN KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS". 

Pasal 3 
Dana Penelitian 

(I) Besamya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 2 adalah sebesar Rp 63.145.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh 
Lima Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak. 

(2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DlPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui DlPA UNNES Nomor SP DIPA-
042.01.2.400899 /20 l 9 , tanggal 05 Desember 2018. 

Pasal 4 
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian 

(1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA secara 
sekaligus (100%) diawal sebagai berikut: 
a . Pembayaran sebesar 100% dari total dana penelitian yaitu Rp 63.145.000,- (Enam 

Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan oleh 
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah: 
(1) Mengunggah hasil revisi proposal/RAB ke simlitabmas 
(2) Mengunggah hasil revisi proposal dan instrumen penelitian ke SIPP 
(3) Menyerahkan hardcopy hasil revisi proposal, instrumen, RAB, dan nota persetujuan 

hasil evaluasi instrumen penelitian masing-masing satu eksemplar kepada PIHAK 
PERTAMA 

b. Bagi yang mendapat dana luaran tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah 
luaran tambahan divalidasi oleh PIHAK PERTAMA dan mendapatkan SK Penetapan 
dari Kemenristekdikti. 

(2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK 
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening BNI atas nama Puji Astuti, S.Pd. , M.Pd., 
Ph.D. dengan nomor rekening 0246681240 

(3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak 
terbayamya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena 
kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor 
rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan. 

Pasal 5 
Jangka Waktu 

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 
100%, adalah terhitung sejak Tanggal 18 Maret dan berakhir pada Tanggal 11 November 
2019 

Pasal 6 
Target Luaran 

( J) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib dan tambahan penelitian. 



(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA. 

(3) Target luaran wajib dan/atau tambahan penelitian tercantum dalam Rancangan 
Pelaksanaan Penelitian 

Pasal 7 
Hak dan Kewajiban Para Pihak 

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA: 
a. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA luaran penelitian 

yang telah dijanjikan; 
b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada PIHAK 

KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan tata cara 
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: 
a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan 

jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; 
b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA luaran 

Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul "IDENTIFIKASI PERAN 
PRINSIP KEBERGANTUNGAN YANG POSITIF DALAM PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
UNTUK MENINGKATKAN KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS" dan 
catatan harian pelaksanaan penelitian; 

c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana 
penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui; 

d. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA 
laporan penggunaan dana atas dana penelitian yang telah ditetapkan. 

Pasal 8 
Laporan Pelaksanaan Penelitian 

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa 
Japoran kemajuan dan laporan akhir mengenai Juaran penelitian dan rekapitulasi 
penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK 
PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh 
PIHAK PERTAMA. 

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Buku catatan harian, laporan penggunaan 
dana 100%, Laporan kemajuan dan surat pemyataan tanggungjawab belanja (SPTB) 
atas dana yang telah ditetapkan ke simlitabmas dan SIPP paling lambat 7 September 
2019 

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Hardcopy Buku catatan harian, Japoran 
penggunaan dana 100%, Laporan kemajuan dan surat pemyataan tanggungjawab 
belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan masing-masing satu eksemplar kepada 
PIHAK PERTAMA paling lambat 7 September 2019 

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Catatan Harian, Laporan Akhir, kwitansi 
pengeluaran, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah, profil pada aimlitabmaa dan SIPP 
paling lambat 11 Nopember 2019 

(5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Hardcopy Catatan Harian, Laporan Akhir 
kwitansi pengeluaran, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah, profil masing-masing sat~ 
eksemplar kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 11 Nopember 2019 

(6) Lapora~ ha~il Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan 
sebaga1 benkut: 
a . Format font Times New Romans Ukuran 12 spasi 1,5 
b. Bentuk/ukuran kertas A4; 



c. Di bawah bagian sampul cover ditulis: 

Dibiayai oleh: 
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Sesuai dengan Kontrak Nomor: 192/SP2H/LT/DRPM/2019, tanggal 11 Maret 2019 

Pasal 9 
Monitoring dan Evaluasi 

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi 
internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini sebel~m 
pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ekstemal oleh Direktorat Riset dan Pengabchan 
Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

Pasal 10 
Penilafan Luaran 

1. Penilaian Iuaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/ Reviewer Luaran sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

2. Apabila dalam penilaian Iuaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana 
tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara. 

Pasal 11 
Penggantfan Keanggotaan 

1. Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini 
dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan 
Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

2. Apabila Ketua Tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau 
mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA harus menunjuk salah satu anggota tim sebagai 
pengganti setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian 
Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

3 . Dalam hal tidak adanya pengganti Ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat 
ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke kas Negara. 

Pasal 12 
Sanksf 

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak 
Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau 
terlambat _mengirim d~n mengunggah laporan Kemajuan , catatan harian, Surat Pernyataan 
Tanggungiawab BelanJa (SPTB) dan Laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi 
admi~i_stratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal 
penehtlan dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut. 

(2) Peneliti(Pelaksana yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tanpa 
pembentahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat k 
Pelaksana Penelitian mendapat sanksi sesuai ketentuan. ma a 

(3) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang ti'dak t · k ercapa1 ma a dana 
tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas nega ra. 



Pasal 13 
Pajak-Pajak 

(l) PIHAK PERTAMA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak 
setempat yang berkenaan dengan belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 

(2) PIHAK KEDUA be k "b · r ewa_i1 an menyetor paJak ke kantor pelayanan pajak setempat yang 
berkenaan dengan: 
a. Pe?1belia_n barang danjasa dikenai PPN sebesar IO% dan PPH 22 sebesar 1,5 % 
b. PaJak-paJak lain sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pasal 14 
Kekayaan lntelektual 

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola 
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. 

(2) Setiap publikasi makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan 
hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana. 

(3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah 
milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah 
Terima (BAST). 

Pasal 15 
Keadaan Kahar (force majeure) 

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam 
memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak penelitian disebabkan atau 
diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai 
keadaan memaksa (force majeure) . 

(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam 
Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran,perang, blokade, 
peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan 
pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap 
pelaksanaan Kontrak Penelitian. 

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib 
memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 
(tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan keadaan memaksa (force majeure), disertai 
dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib dan PARA PIHAK dengan etikat baik akan 
segera membicarakan penyelesaiannya. 

Pasal 16 
Penyelesaian Perselisihan 

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam 
pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, 
dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka 
penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili 
Hukum di Pengadilan Negeri Semarang. 

Pasal 17 
Amandemen Kontrak 

Apabila terdapat ha! lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian 
ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian. 



Pasal 18 
Lain-lain 

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah 
dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang 
diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun 
di luar negeri. 

(2) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan 
pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui amandemen Kontrak 
Penelitian dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini. 

Pasal 19 
Penutup 

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di 
atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 
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Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd. Puji Astuti, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 
NIDN: 0020095812 NIDN: 0025067806 


